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5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan yaitu
Pilkada Ulang Kabupaten Pasaman Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi No. 02 /PHPU.BUP-XXIII/2025 Perspektif Siyasah Dusturiyah
dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan KPU dan Bawaslu Kabupaten Pasaman mengenai Pilkada
Ulang Kabupaten Pasaman Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.
02/PHPU.BUP-XXIII/2025 pada prinsipnya menempatkan PSU
sebagai konsekuensi yuridis dan instrumen korektif demokrasi. KPU
Kabupaten Pasaman memandang bahwa PSU merupakan kewajiban
konstitusional yang harus dilaksanakan meskipun sebelumnya
menilai seluruh tahapan Pilkada telah dijalankan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Bawaslu Kabupaten
Pasaman melihat PSU sebagai bagian dari penegakan hukum pemilu
untuk memulihkan keadilan, kepastian hukum, serta menjaga
integritas penyelenggaraan Pilkada.

2. Dasar dan Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No.
02/PHPU.BUP-XXIII/2025 berbasis Pasal 24C UUD 1945, UU
Pilkada, dan bukti lain (klarifikasi PN, Bawaslu, forensik) soal
penyembunyian pidana Anggit (ancaman 4 tahun). Meski selisih
suara tipis (1,88%), MK batalkan Keputusan KPU 851/2024 karena
pelanggaran sistematis dan memerintahkan untuk dilakukannya
PSU dalam memilih kepala daerah di Kabupaten Pasaman.

3. Siyasah Dusturiyah memandang Putusan Mahkamah Konstitusi
No.02/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang memerintahkan PSU di
Kabupaten Pasaman sudah selaras dengan prinsip keadilan, amanah,

syura, dan kemaslahatan dalam siyasah dusturiyah. Hal ini berfungsi
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sebagai pengawasan untuk menjaga integritas kepemimpinan dan
menjamin pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat sesuai nilai

konstitusi dan etika Islam.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pilkada Ulang Pasca Putusan

Mahkamah Konstitusi No.02/PHPU.BUP-XXIII/2025 Perspektif Siyasah

Dusturiyah maka saran yang dapat diberikan yaitu:

1.

Mahkamah Konstitusi dan lembaga peradilan terkait dapat
memperkuat koordinasi, akurasi verifikasi dokumen, serta kesiapan
teknis dalam setiap proses penyelesaian sengketa Pilkada, karena
hal ini penting guna memastikan tahapan pemilihan berjalan lebih
efektif, berkepastian hukum, serta meminimalkan terulangnya
permasalahan administratif di kemudian hari.

KPU dan Bawaslu Kabupaten Pasaman sebagai penyelenggara
pemilu untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan ketelitian
dalam verifikasi dokumen pencalonan, serta memperkuat
pengawasan di setiap tahapan Pilkada, karena hal tersebut penting
guna mencegah terulangnya pelanggaran administrasi, menjaga
kepercayaan publik, serta memastikan penyelenggaraan Pilkada
yang lebih berintegritas dan sesuai dengan prinsip keadilan pemilu.
Diharapkan kepada peneliti berikutnya dapat melakukan
pengembangan kajian, dengan melakukan pendalaman analisis serta
memperluas objek penelitian, sehingga dapat memberikan
kontribusi ilmiah yang lebih komprehensif terhadap pembahasan

Pilkada Ulang dalam perspektif Siyasah Dusturiyah.
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